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ABSTRAK  
Grand design penelitian ini akan menganalisis tentang besarnya pengaruh moral pajak, good 
government governance terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor 
pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta dengan trust sebagai variabel intervening. Hal yang membedakan 
penelitian ini dengan penelitian terdahulu (novelty) adalah perbedaan dalam: (1) aspek yang dikaji, 
yaitu aspek kepatuhan wajib pajak orang pribadi, moral pajak, good government governance, dan 
trust, (2) unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wajib pajak orang pribadi yang 
terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta, selama 6 bulan. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib 
pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta. Penarikan sampel 
dilakukan dengan metode simple random sampling sebanyak 100 orang responden, yang diolah 
dengan menggunakan aplikasi Smart PLS Pro Ver 4 serta SEM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 
terdapat pengaruh positif dan signifikan moral pajak, good government governance, dan trust terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta. 
Dengan adanya temuan ini penulis menyarankan kepada Dirjen Pajak (DJP) untuk terus memperbaiki 
dan meningkatkan kualitas tata kelola pelaksanaan pemerintahan yang baik (good government 
governance), dan trust terhadap wajib pajak sehingga terjadi peningkatan moral pajak dan kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) DKI Jakarta untuk 
membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang benar secara berkesinambungan. 
 
Kata kunci : Good Government Governance, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Moral Pajak,  
Trust. 
 
 

ABSTRACT 
The grand design of this study will analyze the magnitude of the influence of tax morale, good 
government governance on the compliance of individual taxpayers registered at the DKI Jakarta tax 
service office (KPP) with trust as an intervening variable. Originality/value: What distinguishes this 
study from previous studies (novelty) is the difference in: (1) the aspects studied, namely the aspects of 
individual taxpayer compliance, tax morale, good government governance, and trust, (2) the unit of 
analysis used in this study, namely individual taxpayers registered at the DKI Jakarta Tax Service 
Office (KPP). This study was conducted at the DKI Jakarta Tax Service Office (KPP), for 6 months. 
The population in this study were all individual taxpayers registered at the DKI Jakarta Tax Service 
Office (KPP). Sampling was carried out using the simple random sampling method of 100 
respondents, which were processed using the Smart PLS Pro Ver 4 application and SEM. The results of 
the study indicate that there is a positive and significant influence of tax morale, good government 
governance, and trust on the compliance of individual taxpayers registered at the DKI Jakarta Tax 
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Service Office (KPP). Based on these findings, the author recommends that the Director General of 
Taxes (DGT) continue to improve and enhance the quality of good government governance and trust in 
taxpayers so that there is an increase in tax morale and compliance of individual taxpayers registered 
at the DKI Jakarta Tax Service Office (KPP) to pay taxes on time and in the correct amount on an 
ongoing basis 
 
Keywords: Good Government Governance, Individual Taxpayer Compliance, Tax Morale, Trust. 
 
1.​ Pendahuluan  

Sebagai komponen utama dalam pendapatan negara, penerimaan pajak memiliki peran 
sentral dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan negara. Komponen pendapatan negara 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdiri dari komponen: (1) penerimaan 
perpajakan, (2) pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan (3) Hibah. Penerimaan perpajakan 
sendiri dibagi kembali ke dalam dua komponen, yaitu (2a) penerimaan pajak, (2b) penerimaan 
kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendapat mandat untuk 
mengadministrasikan penerimaan pajak, yang secara garis besar terdiri dari Pajak Penghasilan 
(PPh) yang dibagi lagi menjadi: (1) PPh Migas dan Non-Migas, (2) Pajak Pertambahan Nilai 
(PPN), (3) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan (4) pajak lainnya. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 1 
Grafik perbandingan penerimaan pajak terhadap pendapatan negara tahun 

2018-2024 (dalam triliun Rupiah) 
Berdasarkan gambar 1di atas terlihat bahwa, sejak tahun 2018-2024, peneriman pajak belum 

dapat sepenuhnya membiayai pembangunan negara, dimana total penerimaan pajak yang diterima 
oleh negara masih di bawah dari total pendapatan negara. Terdapat beberapa faktor yang 
menyebabkan peneriman pajak belum dapat sepenuhnya membiayai pembangunan negara, yaitu: 
(1) kurangnya trust wajib pajak terhadap negara, yaitu kinerja aparatur Direktorat Jenderal Pajak 
(DJP), (2) masih tingginya penggelapan pajak (tax evasion) yang dilakukan oleh wajib pajak, dan 
(3) masih adanya ketidakpatuhan pajak dari wajib pajak menjadi penyebab terhambatnya 
pencapaian Sustainable Development Programs (SDG’s) atau tujuan pembangunan berkelanjutan, 
dimana pencapaian SDG’s membutuhkan pendapatan negara yang optimal untuk membiayai 
pembangunan, salah satu sumber terbesar dari pendapatan-nya yaitu pajak.  

Di sisi lain, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dalam diri wajib pajak 
yaitu moral pajak. Wajib pajak yang memiliki semangat moral dan kesadaran yang tinggi untuk 
membayar pajak merupakan kontribusi wajib yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan 
masyarakat berupa fasilitas umum dan hal ini juga mengindikasikan bahwa wajib pajak sudah 
percaya (trust) kepada pemerintah dalam menggunakan uang pajaknya untuk membangun negara 
dengan baik. Seseorang yang memiliki moral pajak yang tinggi, akan membayar pajak dan 
mematuhi peraturan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sehingga dalam menunaikan 
kewajiban perpajakannya dilaksanakan secara sukarela serta memiliki tanggung jawab yang 
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tinggi. Penanaman moral pajak perlu dilaksanakan dengan pendekatan yang tidak memaksa 
terhadap masyarakat, sehingga dampaknya diharapkan masyarakat sadar akan kepatuhan pajak 
secara sukarela. 

Terdapat faktor eksternal yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu pelaksanaan 
tata kelola pemerintah yang baik atau Good governance. Akan tetapi, penerapan tata kelola 
pemerintah yang baik (Good governance) di Indonesia hingga saat ini masih terdapat 
penyimpangan, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang menimbulkan rasa khawatir 
dalam diri wajib pajak, bahwa pajak yang telah dibayarkan akan disalahgunakan atau tidak 
digunakan sebagaimana mestinya. Good governance sering disebut sebagai tata kelola 
pemerintahan yang baik, terutama jika diterapkan dalam bidang perpajakan maka akan membawa 
dampak yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak, karena good governance memiliki 
aspek-aspek seperti transparansi, akuntabilitas, reliabel, pelayanan, dan lain-lain yang dapat 
meningkatnya kepercayaan (trust) pada apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga, 
memperkuat kepercayaan (trust) wajib pajak terhadap aparatur pajak.  

Kepercayaan (trust) wajib pajak merupakan faktor lainnya yang berpengaruh dalam tingkat 
kepatuhan. Meskipun telah dilakukan inovasi untuk memudahkan pelayanan pajak dan 
mengawasi wajib pajak yang ingin melakukan penghindaran atau penggelapan pajak, masih 
banyak wajib pajak yang enggan membayar pajak. Salah satu faktor penyebabnya adalah 
kurangnya atau bahkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Untuk membangun 
kepercayaan (trust), penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa uang pajak yang 
dibayarkan oleh masyarakat akan dikelola dengan baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan 
rakyat. Ketika masyarakat sebagai wajib pajak percaya pada otoritas pajak, hal ini menimbulkan 
rasa keadilan yang dirasakan kepada wajib pajak atas perlakuan otoritas pajak. Sehingga, 
kewajiban membayar pajak dapat dilaksanakan dan meningkatkan kepatuhan pajak.  
Beberapa pembaruan (novelty) dalam penelitian ini sebagai berikut:  
1.​ Unit analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu variabel moral pajak, good 

government governance, kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan trust, dimana trust 
sebagai variabel intervening. 

2.​ Penelitian ini menggunakan variabel intervening trust atau kepercayaan terhadap variabel 
moral pajak, good government governance dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Penggunaan variabel intervening trust karena kepercayaan dapat memengaruhi motivasi 
wajib pajak dalam patuh terhadap perpajakan.  

3.​ Alat analisis yang digunakan adalah smart PLS ver 4. Adapun populasi yang digunakan pada 
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) DKI Jakarta.  

4.​ Motivasi peneliti melakukan penelitian ini untuk: (a) menganalisis hal-hal terkait dengan 
perilaku wajib pajak, yaitu moral pajak terhadap kepatuhan pajak, dan (b) adanya research 
gap, fenomena masa kini dan perbedaan hasil penelitian dari beberapa jurnal dan sumber 
penelitian lain masih menunjukkan tidak konsisten. Penelitian terdahulu masih ada yang 
menunjukan hasil yang berpengaruh positif maupun negatif, terdapat pula penelitian dengan 
hasil yang berpengaruh dan menunjukkan hasil yang berlawanan atau tidak berpengaruh.  
Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Kepatuhan wajib pajak masih harus 

ditingkatkan karena moral pajak dari para wajib pajak di Indonesia masih rendah. Masih 
rendahnya kepercayaan (trust) masyarakat, terutama para wajib pajak di Indonesia karena 
masyarakat menilai masih tingginya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum pegawai pajak di 
Direktorat Jenderal Pajak (DJP).Masih adanya penyimpangan yang dilakukan oleh oknum 
pegawai pajak di Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menandakan bahwa pelaksanaan tata kelola 
pemerintah yang baik atau good governance belum dapat berjalan dengan optimal. Terdapat 
potensi meningkatnya penerimaan pajak di Indonesia jika kepatuhan, moral pajak, good 
governance, dan kepercayaan (trust) wajib pajak meningkat.  

 
2.​ Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  

Widyastuti (2020) mendefinisikan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah keadaan wajib pajak yang 
telah melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan norma yang berlaku. 
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Sedangkan kewajiban wajib pajak merupakan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya seperti membayar pajak dan melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan perpajakan 
yang berlaku (Widyastuti, 2020). Menurut Gaol, dan Sarumaha (2022), kepatuhan wajib pajak 
didefinisikan sebagai kepatuhan dalam hal memasukkan dan melaporkan informasi yang 
diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada 
waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Kepatuhan pajak terdiri dari kepatuhan formal dan 
kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan di mana wajib pajak memenuhi 
kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan yang telah diatur pada undang-undang. 
Misalnya, ketentuan batas waktu dalam penyampaian SPT PPh tahunan tanggal 31 Maret. 
Apabila melaporkan SPT sebelum batas waktu memasukan SPT tanggal 31 Maret, maka wajib 
pajak dianggap telah memenuhi kepatuhan formal. Kepatuhan material diartikan keadaan di mana 
wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai 
dengan undang-undang terkait perpajakan. Misalnya dengan mengisi SPT dengan baik, jujur, dan 
lengkap. Menurut Gaol dan Sarumaha (2022) menyatakan bahwa Indikator kepatuhan wajib 
pajak, diantaranya sebagai berikut: (a) Mengisi formulir dengan benar, (b) Menghitung pajak oleh 
wajib pajak, (c) Ketepatan waktu dalam membayar pajak, (d) Patuh terhadap aturan-aturan yang 
ditetapkan di perpajakan, (e) Aspek law enforcement (pengenaan sanksi). 

Moral pajak merupakan motivasi intrinsik dari dalam diri wajib pajak untuk membayar dan 
mematuhi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya sehingga dapat berkontribusi secara 
sukarela pada penyediaan barang-barang atau fasilitas publik (Sari, dan Hermanto, 2020). Sari 
dan Hermanto (2020) menyatakan tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh 
moral pajak dari wajib pajak. Dengan adanya moral pajak dari wajib pajak, maka akan membuat 
wajib pajak tersebut patuh dengan sendirinya terhadap kewajiban perpajakannya. Kewajiban 
moral tidak dipaksakan dari luar tapi diperintahkan dari dalam diri oleh hati nurani dan moral 
individu dengan sukarela. Indikator moral diukur dengan melanggar etika, perasaan bersalah, dan 
prinsip hidup (Nugroho, 2021). Moral pajak bergantung pada sikap pembayar pajak terhadap 
kejujuran dan stigma sosial (Kemme et. al., 2020). Moral pajak dikaitkan dengan Theory of 
Planned Behavior, yaitu motivasi intrinsik dari dalam diri wajib pajak untuk patuh atau tidak 
patuh terhadap perpajakan. Moral merupakan penilaian yang terbentuk dari dalam diri seseorang 
secara natural (Anugrah, dan Fitriandi, 2022). 

Good Government Governance pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan 
penyelenggaraan negara yang solid, efisien, dan efektif. Terselenggaranya good government 
governance untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (Kusdarini, 2019). Menurut 
United Nations Development Program (UNDP) pada Yulientinah et. al. (2023), menjelaskan 
bahwa terdapat 9 prinsip terlaksananya good governance, diantaranya sebagai berikut: (1) 
Participation, (2) Rule of Law, (3) Transparency, (4) Responsiveness, (5) Consencus Orientation, 
(6) Equity, (7) Efficiency and effectiveness, (8) Accountability, (9) Strategic Vision. 

Konsep trust atau kepercayaan publik sering digunakan untuk menjelaskan fenomena di 
sekitar yang merujuk pada berbagai bentuk kepuasan publik terhadap pemerintah dalam 
menjalankan program untuk memenuhi harapan publik. Kepercayaan terhadap pemerintah dan 
hukum merupakan bentuk harapan dari wajib pajak kepada pemerintah sebagai pihak yang 
menjalankan sistem pemerintahan dan hukum yang berlaku di suatu negara sesuai dengan norma 
yang berlaku. Kepercayaan publik akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar 
pajak. Fenomena lain terkait dengan kepercayaan publik yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap 
maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) bidang perpajakan. Kondisi tersebut 
mendorong masyarakat untuk tidak patuh, karena wajib pajak tidak ingin pajak yang telah 
dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Zulfihikmayanti et. al., 2020). 
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Sumber: Hipotesis Penelitian, 2025 

Gambar 2 
Kerangka penelitian 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian ini sebagai berikut: 
H1 = Semakin tinggi moral pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin 

meningkat. 
H2 = Semakin tinggi Good Government Governance maka kepatuhan wajib pajak orang 

pribadi semakin meningkat. 
H3 = Semakin tinggi trust maka moral pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi 

semakin meningkat. 
H4 = Semakin tinggi trust maka good government governance dan kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi semakin meningkat. 
H5 = Semakin tinggi trust maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi semakin 

meningkat 
 
3.​ Metode Penelitian  

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah 
penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menghitung besarnya pengaruh variabel Moral 
Pajak, Good Government Governance dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 
Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta. Setelah itu, peneliti juga 
menganalisis lebih detail tentang aspek-aspek yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti 
sehingga diperoleh informasi yang valid tentang besar pengaruh, dan faktor-faktor apa saja 
(indikator) yang mempengaruhi Moral Pajak, Good Government Governance dan Trust Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI 
Jakarta. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) DKI Jakarta. Jumlah sampel sebanyak 100 orang. Penarikan sampel 
dilakukan dengan metode simple random sampling yaitu sampel ditarik dari kelompok populasi 
secara acak dengan bantuan software Microsoft Excel. Penelitian kuantitatif ini termasuk penelitian 
survei, menggunakan uji statistik, dan software program SmartPLS Ver. 4. Skala yang digunakan 
dalam penelitian ini yaitu skala interval dengan menggunakan teknik Agree-Dissagree Scale 
dimana adanya urutan skala 1 (Sangat Tidak Setuju) sampai dengan 10 (Sangat Setuju) untuk 
semua variabel. 

4.​ Hasil dan Pembahasan  
Hasil dan pembahasan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
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        Sumber: Data Penelitian Yang Telah Diolah (2025). 

Gambar 3 Hasil uji model pengukuran (Inner Model) 
Catatan:  
X1 = Moral Pajak​ ​ ​ ​ ​ Z = Trust 
X2 = Good Government Governance​ ​ ​ Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

 
 

Tabel 1 
Path coefficient 

  
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean (M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) 

P 
Values 

Good Government Governance -> 
Trust 0,508 0,510 0,114 4,454 0,000 
Good Government Governance -> 
Wajib Pajak 0,333 0,331 0,127 2,611 0,009 
      
Moral -> Trust 0,449 0,448 0,125 3,605 0,000 
Moral -> Wajib Pajak  0,513 0,518 0,112 4,576 0,000 
Trust -> Wajib Pajak 0,086 0,084 0,147 0,585 0,559 

Sumber: Output SmartPLS 4.0 (data diolah, 2025). 
Catatan:  
X1 = Moral Pajak​ ​ ​ ​ ​ Z = Trust 
X2 = Good Government Governance​ ​ ​ Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

 
4.1.​Pengaruh Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di DKI 

Jakarta 
Hasil uji hipotesis (Path Coefficient) menunjukkan bahwa variabel moral terhadap 

kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai Tstatistic 4.576 lebih besar 
dari 1.96 dan Pvalues = 0.000 lebih kecil dari significance level (two tailed) Pvalues ≤ 0.05 yang 
berarti Hipotesis satu (H1) diterima, yaitu moral berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Tanda positif pada nilai Tstatistic dan 
tanda significance level yang signifikan pada nilai Pvalues menunjukkan bahwa, semakin tinggi 
moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta, maka kepatuhan 
wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara 
signifikan. Keterkaitan terhadap Theory of Planned Behavior yaitu moral pajak merupakan 
kewajiban dan kesadaran (moral) yang dimiliki setiap orang yang berkaitan dengan etika, 
prinsip hidup, dan perasaan bersalah jika tidak melakukan sesuatu atau melanggar peraturan. 
Moral pajak tersebut berkaitan dengan kewajiban dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar 
pajak. Kewajiban moral tidak dipaksakan dari luar tetapi diperintahkan dari dalam diri oleh 
hati nurani dan moral individu dengan sukarela. Moral wajib pajak menjadi motivasi penting 
dalam membayar pajak. Ikatan antara wajib pajak dan negara merupakan inti dari moral wajib 
pajak individu dan dapat berdampak positif pada kepatuhan seorang wajib pajak. Moralitas 
wajib pajak sebagai dorongan yang melekat yang berasal dari kewajiban moral atau keyakinan 
wajib pajak untuk berkontribusi pada negara melalui perpajakan. Moral wajib pajak terdiri dari 
sikap dan pandangan individu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga, wajib 
pajak memperlakukan perpajakan sebagai kewajiban moral dan percaya bahwa dengan 
membayar pajak dapat berkontribusi kepada masyarakat dan negara. 

 
4.2.​Pengaruh Good Government Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang 

Pribadi Di DKI Jakarta 
Hasil uji hipotesis (Path Coefficient) menunjukkan bahwa variabel good government 

governance terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai 
Tstatistic 2.611 lebih besar dari 1.96 dan Pvalues = 0.009 lebih kecil dari significance level (two 
tailed) Pvalues ≤ 0.05 yang berarti Hipotesis satu (H1) diterima, yaitu good government 
governance berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
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DKI Jakarta. Tanda positif pada nilai Tstatistic dan tanda significance level yang signifikan 
pada nilai Pvalues menunjukkan bahwa, semakin tinggi tingkat good government governance 
yang dimiliki oleh pemerintah (Dirjen Pajak), maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan. Sejalan dengan Theory 
of Planned Behavior yang menyatakan bahwa, good government governance atau tata kelola 
sistem pemerintahan yang berjalan dengan baik akan berdampak pada penegakan hukum yang 
tegas dan tidak adanya toleransi terhadap tindak kecurangan, manipulatif, maupun korupsi 
kolusi dan nepotisme (KKN). Tata kelola sistem pemerintahan dan penegakan hukum yang 
tegas juga akan berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Tata kelola 
pemerintahan yang baik ditandai dengan hubungan yang baik antara pemerintah dan 
masyarakat. Sehingga dapat dikatakan bahwa good government governance berpengaruh 
terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak (good government governance berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak). 

 
4.3.​Pengaruh Moral Pajak Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Dengan Trust Sebagai Varabel Intervening 
Hasil uji hipotesis (Path Coefficient) menunjukkan bahwa variabel moral terhadap trust 

wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai Tstatistic 3.605 lebih besar dari 1.96 
dan Pvalues = 0.000 lebih kecil dari significance level (two tailed) Pvalues ≤ 0.05 yang berarti 
Hipotesis satu (H1) diterima, yaitu moral pajak berpengaruh positif signifikan terhadap trust 
wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Tanda positif pada nilai Tstatistic dan tanda 
significance level yang signifikan pada nilai Pvalues menunjukkan bahwa, semakin tinggi moral 
pajak yang dimiliki oleh wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta, maka trust wajib pajak 
orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan. 
Pengaruh positif variabel moral pajak terhadap trust wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta 
untuk membayar pajak, diartikan ketika wajib pajak memiliki moral pajak yang baik maka 
akan memiliki trust yang tinggi untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku sehingga 
akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. Keterkaitan trust terhadap 
Theory of Planned Behavior, trust (kepercayaan) memegang peranan penting dalam 
hubungannya dengan kepatuhan dari wajib pajak. Sistem tata kelola pemerintahan yang baik, 
adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan dari wajib pajak, sehingga kesadaran 
wajib pajak sebagai moral pajak yang baik dalam membayar pajak akan meningkat dan 
nantinya akan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak tersebut. Sistem hukum dan 
otoritas pajak yang baik, adil, dan terpercaya dapat meningkatkan kepercayaan terhadap 
pemerintah, apabila wajib pajak percaya akan pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan 
dengan baik dan benar maka berarti baik dari wajib pajak maupun otoritas pajak tersebut 
memiliki moral pajak yang baik. Kepercayaan menguatkan moral wajib pajak sehinga 
berpengaruh positif. Karena wajib pajak percaya bahwa, pajak yang telah dibayarkan dan 
diberikan kepada pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) akan dikelola dengan baik. Dapat 
diartikan, kepercayaan kepada pemerintah dapat meningkatkan kesukarelaan wajib pajak 
untuk patuh terhadap pemimpin negara (pemerintah, Dirjen Pajak) dengan menaati kewajiban 
terhadap perpajakan. 

 
4.4.​Pengaruh   Good   Government   Governance Dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak Orang Pribadi Dengan Trust Sebagai Varabel Intervening 
Hasil uji hipotesis (Path Coefficient) menunjukkan bahwa variabel good government 

governance terhadap trust wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai Tstatistic 
4.454 lebih besar dari 1.96 dan Pvalues = 0.000 lebih kecil dari significance level (two tailed) 
Pvalues ≤ 0.05 yang berarti Hipotesis satu (H1) diterima, yaitu good government governance (tata 
kelola pemerintahan yang baik) berpengaruh positif signifikan terhadap trust wajib pajak 
orang pribadi di DKI Jakarta. Tanda positif pada nilai Tstatistic dan tanda significance level 
yang signifikan pada nilai Pvalues menunjukkan bahwa, semakin baik tingkat good government 
governance (tata kelola pemerintahan) yang dimiliki oleh pemerintah (Dirjen Pajak), maka 
trust wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta kepada Pemerintah (Dirjen Pajak) untuk 
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membayar pajak akan meningkat secara signifikan. Pengaruh positif variabel good government 
governance (tata kelola pemerintahan yang baik) terhadap trust wajib pajak orang pribadi di 
DKI Jakarta untuk membayar pajak, diartikan ketika pemerintah (Dirjen Pajak) terbukti dapat 
menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance), maka wajib 
pajak akan memiliki trust yang tinggi untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku 
sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak. 

 
4.5.​Pengaruh Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 

Hasil uji hipotesis (Path Coefficient) menunjukkan bahwa variabel trust terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai Tstatistic 0.585 lebih kecil 
dari 1.96 dan Pvalues = 0.559 lebih besar dari significance level (two tailed) Pvalues > 0.05 yang 
berarti Hipotesis satu (H1) ditolak, yaitu trust berpengaruh positif tidak signifikan terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta. Besarnya pengaruh trust terhadap 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta yaitu 8.6 persen. Rendahnya nilai 
pengaruh variabel trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta 
menandakan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak orang 
pribadi di DKI Jakarta mudah kehilangan trust terhadap Pemerintah (Dirjen Pajak), terutama 
pada persoalan maraknya kasus korupsi, kolusi, dan nepostisme (KKN) yang dilakukan oleh 
pegawai Dirjen Pajak, sehingga masyarakat menilai negatif dan hilang kepercayaan terhadap 
Dirjen Pajak dalam pengelolaan hasil pajak yang telah dibayarkan oleh masyarakat. 
Keterkaitan terhadap Theory of Planned Behavior yaitu kepercayaan (trust) wajib pajak 
merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. 
Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk 
membayar pajak. Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat 
mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak yang pada gilirannya akan mempengaruhi penerimaan 
pajak. Oleh karena itu untuk membangun kepercayaan, penting bagi pemerintah untuk 
memastikan bahwa pajak yang dibayarkan oleh masyarakat akan dikelola dengan baik untuk 
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Ketika masyarakat sebagai wajib pajak percaya pada 
otoritas pajak (Dirjen Pajak), hal ini menimbulkan rasa keadilan yang dirasakan kepada wajib 
pajak atas perlakuan otoritas pajak. Sehingga, kewajiban membayar pajak dapat dilaksanakan 
dan meningkatkan kepatuhan pajak. Kepercayaan wajib pajak yang tinggi akan berdampak 
pada kesadaran moral wajib pajak untuk patuh dan membayar pajak. 

Tabel 2 
Hasil uji total effect setelah boostrapping 

 Variabel 
Original 
Sample 

(O) 

Sample 
Mean 
(M) 

Standard 
Deviation 
(STDEV) 

T Statistics 
(|O/STDEV|) PValues 

Good Government Governance -> 
Trust 0,508 0,510 0,114 4,454 0,000 
Good Government Governance -> 
Wajib Pajak 0,376 0,376 0,097 3,896 0,000 
Moral -> Trust 0,449 0,448 0,125 3,605 0,000 
Moral -> Wajib Pajak 0,552 0,553 0,091 6,084 0,000 
Trust -> Wajib Pajak 0,086 0,084 0,147 0,585 0,559 

Sumber: Output SmartPLS 4.0 (data diolah, 2025). 
Catatan:  
X1 = Moral Pajak​ ​ ​ ​ ​ Z = Trust 
X2 = Good Government Governance​ ​ ​ Y = Kepatuhan Wajib Pajak 

 
Berdasarkan nilai Tstatistic dan Pvalues pada Tabel 4.13. Hasil Uji Total Effect Setelah 

Boostrapping di atas, maka dapat diuraikan penjelasan sebagai berikut: 
1.​ Moral terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai 

Tstatistic 6.084 lebih besar dari 1.96 dan Pvalues = 0.000 lebih kecil dari significance level 
(two tailed) Pvalues ≤ 0.05 yang berarti total effect moral pajak terhadap kepatuhan wajib 
pajak orang pribadi di DKI Jakarta sangat berpengaruh positif signifikan sebesar 55.2 
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persen. Tanda positif pada nilai Tstatistic dan tanda significance level yang signifikan pada 
nilai Pvalues menunjukkan bahwa, semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak 
orang pribadi di DKI Jakarta, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta 
untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan. 

2.​ Good government governance terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI 
Jakarta memiliki nilai Tstatistic 3.896 lebih besar dari 1.96 dan Pvalues = 0.000 lebih kecil 
dari significance level (two tailed) Pvalues ≤ 0.05 yang berarti total effect good government 
governance terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta sangat 
berpengaruh positif signifikan sebesar 37.6 persen. Tanda positif pada nilai Tstatistic dan 
tanda significance level yang signifikan pada nilai Pvalues menunjukkan bahwa, semakin 
tinggi good government governance yang dimiliki oleh Pemerintah (Dirjan Pajak), maka 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan 
meningkat secara signifikan. 

3.​ Moral terhadap kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai 
Tstatistic 3.605 lebih besar dari 1.96 dan Pvalues = 0.000 lebih kecil dari significance level 
(two tailed) Pvalues ≤ 0.05 yang berarti total effect moral pajak terhadap kepercayaan wajib 
pajak orang pribadi di DKI Jakarta sangat berpengaruh positif signifikan sebesar 44.9 
persen. Tanda positif pada nilai Tstatistic dan tanda significance level yang signifikan pada 
nilai Pvalues menunjukkan bahwa, semakin tinggi moral pajak yang dimiliki oleh wajib pajak 
orang pribadi di DKI Jakarta, maka kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta 
untuk membayar pajak akan meningkat secara signifikan. 

4.​ Good government governance terhadap kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI 
Jakarta memiliki nilai Tstatistic 4.454 lebih besar dari 1.96 dan Pvalues = 0.000 lebih kecil 
dari significance level (two tailed) Pvalues ≤ 0.05 yang berarti total effect good government 
governance terhadap kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta sangat 
berpengaruh positif signifikan sebesar 50.8 persen. Tanda positif pada nilai Tstatistic dan 
tanda significance level yang signifikan pada nilai Pvalues menunjukkan bahwa, semakin 
tinggi good government governance yang dimiliki oleh Pemerintah (Dirjan Pajak), maka 
kepercayaan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta untuk membayar pajak akan 
meningkat secara signifikan. 

5.​ Trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta memiliki nilai Tstatistic 
0.585 lebih kecil dari 1.96 dan Pvalues = 0.559 lebih besar dari significance level (two tailed) 
Pvalues > 0.05 yang berarti total effect trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di 
DKI Jakarta berpengaruh positif tetapi tidak signifikan sebesar 8.6 persen. Rendahnya nilai 
total effect variabel trust terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta 
menandakan bahwa terdapat beberapa hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak 
orang pribadi di DKI Jakarta mudah kehilangan trust terhadap Pemerintah (Dirjen Pajak), 
terutama pada persoalan maraknya kasus Korupsi Kolusi Nepostisme (KKN) yang 
dilakukan oleh pegawai Dirjen Pajak, sehingga masyarakat menilai negatif dan hilang 
kepercayaan terhadap Dirjen Pajak dalam pengelolaan hasil pajak yang telah dibayarkan 
oleh masyarakat 

 
 

5.​ Kesimpulan  
1.​ Kesimpulan hasil uji hipotesis 1, semakin tinggi/berkualitas moral pajak maka kepatuhan wajib 

pajak orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan kepada seluruh 
wajib pajak untuk: (a) meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta dalam 
membayar pajak dan tidak melanggar peraturan perpajakan, dan (b) mempertahankan 
kepatuhannya untuk selalu membayar pajak tepat waktu dan menghitung terlebih dahulu 
besarnya jumlah pajak yang harus dibayarnya dengan benar. 

2.​ Kesimpulan hasil uji hipotesis 2, semakin tinggi/berkualitas good government governance maka 
kepatuhan wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan 
kepada seluruh wajib pajak untuk: (a) meningkatkan kepercayaaan terhadap sistem hukum dan 
pemerintahan (tata kelola pemerintahan yang baik), dan meningkatkan pemahaman diri bahwa 
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membayar pajak merupakan tindakan yang benar, dan (b) tetap memiliki moral pajak yang 
tinggi dalam membayar pajak (merasa bersalah jika tidak membayar pajak dan terus 
berpartisipasi dalam membayar pajak). 

3.​ Kesimpulan hasil uji hipotesis 3, semakin tinggi/berkualitas moral pajak maka trust wajib pajak 
orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan kepada pemerintah 
(Dirjen Pajak) untuk: (1) menjalankan visi strategik dan aturan hukum dengan tegas, dan (2) 
menegakkan transparansi, cepat tanggap, dan rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas 
yang diemban. 

4.​ Kesimpulan hasil uji hipotesis 4, semakin tinggi/berkualitas good government governance (tata 
kelola pemerintahan yang baik) maka trust wajib pajak orang pribadi di DKI Jakarta semakin 
meningkat. Peneliti menyarankan kepada seluruh wajib pajak untuk meningkatkan kepercayaan 
atas pelaksanaan sistem pajak yang pemanfaatannya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, 
dan kepercayaan atas sistem hukum. 

5.​ Kesimpulan hasil uji hipotesis 5, semakin tinggi/berkualitas trust maka kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi di DKI Jakarta semakin meningkat. Peneliti menyarankan kepada seluruh wajib 
pajak untuk meningkatkan moral wajib pajak, good government governance (tata kelola 
pemerintahan yang baik) pada Dirjen Pajak, dan trust (kepercayaan) wajib pajak orang pribadi 
di DKI Jakarta harus terus dilakukan secara berkesimbungan agar kepatuhan wajib pajak orang 
pribadi di DKI Jakarta dalam membayar pajak tetap tinggi sehingga wajib pajak orang pribadi di 
DKI Jakarta selalu membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang benar. 
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